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Hak dan wewenang Aceh pasca MoU Helsinki merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan
Gerakan Aceh Merdeka yang melatar belakangi lahirnya sebuah Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA memberikan
hak dan wewenang kepada Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut
aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan wewenang Pemerintah Aceh dalam mengimplementasi aturan turunan UUPA
pasca MoU Helsinki. Serta perbandingan hak dan wewenang Pemerintah Aceh pasca MoU Helsinki dengan sebelum MoU Helsinki.
Data penelitian diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Serta melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan
wawancara langsung dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa hak dan wewenang Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan menghasilkan
aturan tentang lembaga Wali Nanggroe, Bendera dan Lambang Daerah, dan pembentukan Partai Politik Lokal. Serta hak dan
wewenang dalam penerapan syariat Islam, dalam bidang ekonomi, dan bidang sosial. Kesemuanya sudah mengalami perubahan jika
dibandingkan dengan hak dan wewenang yang dimiliki Aceh sebelum MoU Helsinki.
Pemerintah Aceh harus menghasilkan aturan yang memang menjadi kebutuhan rakyat Aceh secara keseluruhan agar tidak kembali
lagi seperti masa sebelum MoU. Pemerintah Aceh harus mempergunakan hak dan wewenangnya dengan baik dan bijaksana.
Kebijakan yang disusun oleh pemerintah Aceh hendaknya juga memperhatikan kemampuan, dan karakteristik daerah. Pemerintah
Aceh perlu membentuk komunikasi yang intensif dan efektif dengan Pemerintah Pusat agar proses negosiasi dalam menyusun
rancangan aturan turunan UUPA nantinya bisa lebih lancar. 
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